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Dalam rangka memenuhi regulasi 
dari Kementerian Keuangan agar 
pemerintah daerah (pemda) 
menyediakan dukungan pendanaan 
untuk belanja kesehatan untuk 
menangani pandemi Covid-19 dan 
belanja prioritas lainnya, dimana 
dukungan pendanaan tersebut bisa 
bersumber dari dana alokasi umum 
(DAU) atau dana bagi hasil (DBH). 

 Sesuai ketentuan Pasal 12 
Peraturan Presiden Nomor 113 
Tahun 2020 tentang Rincian APBN 
Tahun Anggaran 2021, perubahan 
rincian anggaran transfer ke 
daerah dan pengaturan yang 
diperlukan dalam pengelolaan 
keuangan diatur dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, 
pada tanggal 15 Februari 2021 
Menteri Keuangan menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 17/PMK.07/2021 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 Dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (covid-19) dan 
Dampaknya.  

 Sebagaimana diketahui 
bahwa sesuai PMK No. 
17/PMK.07/2021 bunyi Pasal 7 
ayat (1) Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 
17/PMK/07/2021” Paling sedikit 
8% dari alokasi DAU. Dalam hal 
pemda tidak mendapat alokasi 
DAU, dukungan pendanaan bisa 
bersumber dari DBH paling sedikit 
8% dari alokasi,”. Pemerintah 
Daerah diminta menyediakan 
dukungan pendanaan untuk 
belanja kesehatan penanganan 

pandemi Covid-19 paling sedikit 8% 
dari alokasi DAU/DBH. Berkaitan 
dengan hal tersebut, Dalam 
pelaksanaannya pemerintah 
daerah juga diwajibkan untuk 
menyampaikan laporan realisasi 
dukungan pendanaan dimaksud  
kepada Menteri Keuangan c.q. 
Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan setiap tanggal 14 untuk 
periode laporan bulan 
sebelumnya.  

 Selanjutnya, untuk lebih 
mempercepat pelaksanaan 
penanganan Covid-19, juga telah 
diterbitkan Surat Edaran Dirjen 
Perimbangan No. SE-6/PK/2021 
Tentang Dukungan Pendanaan 
Daerah Dalam Rangka Percepatan 
Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.  
Dalam rangka monitoring 
pelaksanaan earmarking 8% 
DAU/DBH untuk dukungan 
penanganan Covid-19, kemeterian 
keuangan mewajibkan pemerintah 
daerah untuk menyampaikan 
informasi secara berkala 2 (dua) 
kali sebulan (pertengahan dan 
akhir bulan) mengenai realisasi 
dan kendala pelaksanaan 
earmarking 8% DAU/DBH yang 
dihadapi pemda. Adapun 
rekapitulasi penyampaian laporan 
dilaksanakan monitoring oleh PIC 
DAU/DBH Jatim yang disampaikan 
di WAG Forum DAU Jawa Timur 
pada tanggal 9 Agustus 2021. 



Oleh karena hal itu, untuk 
mendukung percepatan 
penyampaian laporan pemerintah 
daerah yang saat ini masih 
terkendala dalam pengoperasian 
aplikasi keuangan yang dibawah 
naungan Kementerian Dalam 
Negeri maka sangat diperlukan 
adanya inovasi atau perubahan 
dalam menentukan sumber dana 
pada belanja OPD,  

 Adapun kendala yang 
sampai saat ini terjadi, aplikasi 
keuangan Kemendagri tersebut 
belum berjalan sempurna, dan 
masih dalam tahap 
pengembangan dalam 
menjalankan/memenuhi fungsi 
akuntansi dan pelaporan agar 
mampu mengakomodasi regulasi 
dari kementerian keuangan. 
Disamping hal tersebut, aplikasi 
kemendagri tersebut masih belum 
mampu mengakomodir pelabelan 
belanja sesuai kebutuhan OPD 
maupun pelaporan kepada 
Kementerian Keuangan maupun 
Kementerian Dalam Negeri 
sendiri.  

 Untuk menyikapi aturan 
baru tentang penyaluran 
DBH/DAU tersebut, maka setiap 
Pemerintah Daerah akan 
memaksimalkan semua sarana 
prasarana dan sumber daya 
manusia yang ada, demi 
melaksanakan regulasi baru 
tersebut, dengan harapan tidak 
menerima sangsi penundaan atau 
pemotongan besaran transfer 
dana perimbangan perbulan yang 
tertuang dalam APBN Tahun 
Anggaran 2021 ini, yang tentunya 
akan berimbas pada rencana 
program kerja pemda sendiri. 

Dalam upaya melakukan 
perubahan menuju kondisi ideal, 
beberapa hal yang perlu 
dilakukan antara lain adalah 

pengenalan terhadap masalah 
dan kekurangan yang sedang 
terjadi/menjadi beban bagi 
organisasi tersebut. Dengan 
mengenali masalah, kemudian 
dapat menjadi solusi untuk 
memecahkan masalah tersebut 
menuju kondisi yang lebih baik. 

Perencanaan yang baik akan 
menghasilkan perubahan yang 
baik, itulah keberhasilan yang 
diharapkan dari perubahan yang 
akan dilaksanakan. 

Sesuai Visi dalam RPJMD 2019-
20124 Kota Mojokerto, Badan 
Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah Kota 
Mojokerto masuk dalam Misi ke 
VII yang membawa misi : 

 “Mewujudkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja yang 
Lebih Mengutamakan 
Kesejahteraan Masyarakat” 

Yang mempunyai tujuan : 

1) Meningkatkan Kemandirian 
Keuangan Daerah  

2) Terwujudnya Akuntabilitas 
Keuangan dan Aset Daerah  

 



NO 
SEBELUM AKSI 

PERUBAHAN 
SETELAH AKSI PERUBAHAN 

1 Data belanja per sumber dana 
masih belum terbentuk secara 
teratur, khususnya dalam 
memenuhi regulasi pelaporan 
Covid-19 

Terbentuknya struktur data 
belanja per sumber dana dari 
hasil refocusing dan pemenuhan 
pelaporan Covid-19 

2 Belum optimalnya 
pemanfaatan aplikasi SI-
MANTAN dalam menyajikan 
laporan keuangan secara 
periodik 

Pemanfaatan aplikasi SI-
MANTAN dalam menyajikan 
laporan keuangan secara periodik 
lebih optimal 

3 Sulitnya dalam hal 
pengawasan da monitoring 
realisasi belanja 

Pengawasan dan monitoring bisa 
dilaksanakan sewaktu-waktu 
terhadap belanja yang bersumber 
dari dana tertentu 

 



 

ANALISA STAKEOLDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LATENS 

 Kabid. Akuntansi dan 
Pelaporan 

 Kabid. Perbendaharaan 
 

PROMOTERS 

 Walikota 

 Sekretaris Daerah 

 Kepala BPKPD 
 

 

 

APATHETICS 

 Kasubid. Penyusunan 

Anggaran 

 Kasubid. Administrasi 

Anggaran 

 Staf Bidang Anggaran 

DEFENDERS 

 Kepala Bappedalitbang 

 Kabid. Pendapatan 

 SKPD-SKPD 
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Milestone Aksi 

Perubahan 

Konsultasi 

Mentor 

Konsultasi tentang 

pelaksanaan aksi 

perubahan 

Rapat Koordinasi 

Internal Tim Aksi 

Perubahan  

Memperoleh dukungan dari 

Tim pelaksanaan aksi 

perubahan 

Menyusun Panduan 

Migrasi database 

Buku sebagai panduan 

dalam migrasi data oleh tim 

TI  

Migrasi data 

anggaran 
Menyiapkan database 

aplikasi SI-MANTAN 

Mapping per 

sumber dana 
Melakukan pemutahkiran 

sumber dana belanja OPD  

Mempelajari data 

awal 

Mempelajari dan menelaah, 

sumber dana per belanja 

opd 

Analisa 

database hasil 

migrasi data 
Menganalisa database 

hasil migrasi data 

Uji Coba 

Laporan 

Menyusun draf laporan 

periodik 

Jangka Menengah 



 KONSULTASI BIMBINGAN MENTOR 

(Minggu ke-2 BulanAgustus 2021) 

 

 

Disela-sela kesibukan 

mentor yang merangkap 

jabatan selaku Kepala 

Bappeda-Litbang dan Plt 

. BPKPD Kota 

Mojokerto, beliau 

menyempatkan diri 

untuk memberikan 

arahan dan bimbingan 

dalam aksi perubahan 

ini. 



 Rapat Koordinasi Internal dan 

Membentuk Tim Aksi Perubahan 

(Minggu ke-3 Bulan Agustus 2021) 

 

Implemantasi Aksi 

Perubahan 

Untuk mensukeskan 

rencana aksi 

perubahan maka 

dibentuk tim 

pelaksana yang 

dituangkan dalam 

keputusan Kepala 

BPKPD Kota 

Mojokerto 



Menyusun Panduan Migrasi 

database aplikasi 

(Minggu ke-4 Bulan Agustus 2021) 

 

Implemantasi Aksi 

Perubahan 

Tujuan dari penyusunan Panduan Migrasi database aplikasi 

ini, sebagai upaya transfer ilmu kepada pemda lain 

apabila membutuhkan aplikasi SI-MANTAN ini sebagai 

sarana pengelolaan keuangan 



Mempelajari data awal anggaran pada 

aplikasi SI-MANTAN 

(Minggu ke-4 Bulan Agustus 2021) 

 

Implemantasi Aksi 

Perubahan 

Menganalisa data awal hasil perubahan anggaran terbaru 

di aplikasi SI-MANTAN, untuk dianalisa program, kegiatan 

dan sub kegiatan serta belanja yang akan dimutahkirkan 

sumber dananya. 



Migrasi data anggaran setelah 

ditetapkan Perda P-APBD 

(Minggu ke-1 sd ke-2 Bulan September 

2021) 

 

 

 

 

Implemantasi Aksi 

Perubahan 

Migrasi data ini, merupakan langkah awal untuk persiapan 

dalam memanfaatkan aplikasi SI-MANTAN,  



 Analisa database hasil migrasi data 

(Minggu ke-2 Bulan September 2021) 

Implemantasi Aksi 

Perubahan 

Analisa database hasil migrasi data yang menyandingkan 

priviu laporan antara aplikasi Kemendagri dengan SI-

,MANTAN, sebagai bahan melakukan mapping per sumber 

dana 



Mapping per sumber dana pada 

aplikasi SI-MANTAN 

(Minggu ke-3 September sd ke-1 Bulan 

Oktober 2021 

Implemantasi Aksi 

Perubahan 

Pada saat melaksanakan 

pentahapan mapping data 

anggaran, aplikasi SI-

MANTAN juga di sediakan 

tangging anggaran, yang 

berfungsi  untuk 

melakukan pelabelan 

belanja, untuk 

kepentingan pelaporan 

dana penanganan pandemi 

Covid-19. dengan adanya 

update aplikasi ini, telah 

dipersiapkan buku 

panduan yang akan 

memberikan tuntunan 

kepada user. 



Uji Coba Laporan 

(Minggu ke-2 Oktober sd ke-4 Bulan 

Oktober 2021) 

 

Implemantasi Aksi 

Perubahan 

Setelah melaksanakan 

updating label 

belanja, maka 

dilaksanakn ujicoba 

pelaporan, sambil 

melaksanakn evaluasi 

terkait data tangging 

anggaran, dengan 

harapan, untuk 

pelaporan berikutnya, 

data ini sudah dapat 

dipergunakan  



NO URAIAN KINERJA 
BOBOT 
TARGET 

(%) 

REALISASI 
(%) 

KET. 
CAPAIAN 

(%) 

1 Mempersiapkan database 
template SI-MANTAN 

10 9 90 

2 Analisa awal data anggaran 10 10 100 

3 Migrasi data anggaran 
setelah ditetapkan Perda P-
APBD 

40 40 100 

4 Analisa database hasil 
migrasi data 

5 5 100 

5 Mapping per sumber dana 

pada aplikasi SI-MANTAN 

30 30 100 

6 Laporan keuangan bulanan 

dan tribulanan 

5 5 100 

 JUMLAH 100 99  

 



 Internal Organisasi :  
i. Terbentuknya struktur data belanja 

per sumber dana dari hasil refocusing 
dan pemenuhan pelaporan Covid-19; 

ii. Memanfaatkan aplikasi SI-MANTAN 
dalam menyajikan laporan keuangan 
secara periodik yang lebih efektif dan 
efisien. 

 External Organisasi : 
i. OPD pengampuh dana earmark yang 

dipergunakan untuk penanganan 
pandemi Covid-19 mampu menyajikan 
informasi dan mengevaluasi 
penggunaan dananya, sebagai 
indikator atas keberhasilan kinerja 
OPD tersebut dalam Penanganan 
Pandemi Covid-19 ; 

ii. Pengawasan dan monitoring bisa 
dilaksanakan sewaktu-waktu terhadap 
belanja yang bersumber dari dana 
tertentu, oleh pengambil kebijakan 
khususnya dibidang pengelolaan 
keuangan. 

 



Penggunaan kembali aplikasi SI-MANTAN 

(Sistem Informasi Manual Tapi Lancar) 

sangat mendukung dalam penatausahan 

keuangan daerah serta akuntansi dan 

pelaporannya, sehingga pemerintah 

daerah mampu menyajikan data 

realtime untuk disajikan kepada 

pemangku kebijakan di Pemerintah Kota 

Mojokerto ditengah keterbatasan atas 

kemampuan aplikasi keuangan (dalam 

tahap pengembangan) yang telah 

ditetapkan oleh Kemendagri.  

 



i. Pemerintah daerah membutuhkan aplikasi 
bantu untuk menyampaikan laporan 
penggunaan dana penanganan pandemi, 
yang familiar dan user friendly, agar tidak 
membebani pemerintah daerah khususnya 
OPD, ditengah keterbatasan SDM yang 
menguasai teknologi informasi 
(komputerisasi). 

ii. Perlu diadakan rekonsiliasi antara bidang 
anggaran, bidang perbendaharaan, bidang 
akuntansi dengan OPD pengampuh 
pengguna dana earmark penanganan 
pandemi Covid-19 secara berkelanjutan 
agar diperoleh laporan realisasi belanja 
yang valid. 

iii. Badan Pengelolan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah kota Mojokerto, selaku 
leading sector aplikasi ini, memberikan 
pelatihan dan pendampingan kepada semua 
OPD. 

 



“Maju 
melangkah 
Ayo berbenah” 
 

WALIKOTA MOJOKERTO 

Hj. IKA PUSPITASARI, SE. 


